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Abstract 
This study aims to examine the effect of compensation suitability, law enforcement 
and organizational commitment to fraud in the village government. The sample used 
was the village head, village secretary and village treasurer in the upstream Moyo 
sub-district, Utan sub-district and Labangka sub-district Sumbawa district. The 
results of this study were tested using the t test (partial). The results showed that: 1) 
the compensation suitability variable does not affect the fraud variable in the village 
government,2) the law enforcement variable has no effect on the fraud variable in the 
village government, 3) organizational commitment variable influences fraud variable 
in the village government. 
Keywords: Conformance Compensation, Law Enforcement, Organizational 
Commitment, Fraud. 
 
Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesesuaian kompensasi, penegakan 
hukum dan komitmen organisasi terhadap fraud  pada pemerintah desa. Sampel 
yang digunakan adalah kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa pada 
kecamatan moyo hulu, kecamatan utan dan kecamatan labangka kabupaten 
sumbawa. Hasil penelitian ini diuji menggunakan uji t (parsial) didapatkan hasil 
bahwa: 1) variabel kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap variabel 
fraud pada pemerintah desa, 2) variabel penegakan hukum tidak berpengaruh 
terhadap variabel fraud Pada Pemerintah Desa, 3) variabel komitmen organisasi 
berpengaruh terhadap variabel fraud Pada Pemerintah Desa.  
Kata Kunci: Kesesuaian Kompensasi, Penegakan Hukum, Komitmen 
Organisasi, Fraud 
 
I. PENDAHULUAN 
 
Kecurangan atau fraud merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan 
dengan sengaja oleh pihak baik individu maupun kelompok yang menyimpang atau 
tidak sesuai dengan aturan yang berlaku secara umum. Kecurangan di dalam 
lingkup akuntansi dapat berupa suatu tindakan menyimpang dari prosedur 
akuntansi yang seharusnya dilakukan ataupun diterapkan dalam suatu entitas 
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tertentu yang akan berdampak pada laporan keuangan dan mengakibatkan 
kerugian bagi entitas maupun pihak lain (Sukanto,2015).  
Beberapa kasus kecurangan adanya permasalahan penyalahgunaan Dana 
Desa yang ada di beberapa desa di kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2019 terdapat 
tiga kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Sumbawa yaitu, Desa Sempe 
Kecamatan Moyo Hulu, Desa Tengah Kecamatan Utan, dan Desa Suka Mulya 
Kecamatan Labangka. Menurut, Surat Keputusan Bupati Sumbawa telah resmi 
diberhentikan secara defenetif, setelah sebelumnya tiga oknum kepala desa ini 
telah dilakukan pemberhentian sementara dan meminta menyelesaikan 
kewajibanya. Menurut Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 404 tahun 2019 
menyatakan bahwa kepala desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu resmi diberhentikan, 
Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 403 tahun 2019 menyatakan bahwa 
kepala desa Tengah Kecamatan Utan resmi diberhentikan dan Surat Keputusan 
Bupati Sumbawa Nomor 405 tahun 2019 menyatakan bahwa kepala desa Suka 
Mulya Kecamatan  Labangka resmi diberhentikan. (Samawa Rea, 2019). 
Kecurangan yang timbul bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 
kesesuaian kompensasi, motivasi tindakan tersebut karena adanya ketidakpuasan  
individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan. 
Selain kesesuaian kompensasi ada juga penegakan hukum. Penegakan hukum 
merupakan aturan sebagai tolak ukur keadilan hukum di Indonesia apabila 
penegakan hukum kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk 
melakukan pelanggaran yang bisa saja mengarah pada perilaku menyimpang. 
Kemudian ada juga Komitmen organisasi mengarah pada asersi pegawai yang 
mempunyai tujuan mempertahankan organisasi terhadap Fraud, asersi pegawai 
dalam mempertahankan organisai (Herningsih, 2016). 
Terkait penelitian tentang pengaruh kesesuaiaan kompensasi, penegakan 
hukum, dan komitmen organisasi terhadap fraud, beberapa peneliti telah 
melakukan penelitian sebelumnya diantaranya adalah, penelitian Mustikasari 
(2013) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor 
Pemerintahan Kabupaten Batang hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh antara penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian 
internal, kesesuaian kompensasi,  budaya etismanajemen, dan komitmen 
organisasi terhadap fraud. Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Mustika, 
Hastuti, Heriningsih (2016) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas 
Kabupaten Way Kanan Lampung, hasil penelitian tersebut menujukkan Terdapat 
pengaruh negatif penegakan hukum terhadap fraud), dan terdapat pengaruh positif 
perilaku tidak etis terhadap (fraud). Penelitian yang dilakukan oleh Syahriani 
Usman (2017), dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud 
Disektor Pemerintahan (Studi Pada SKPDLuwu Timur) hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa Penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap fraud di 
sektor pemerintahan. Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap fraud 
di sektor pemerintahan. 
Berdasarkan dari hal-hal tersebut sehingga penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen 
organisasi terhadap fraud pada pemerintah desa pada Kecamatan Moyo Hulu, 
Kecamatan Utan Utan dan Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 
 
Kesesuaian kompensasi 
Kesesuaian kompensasi merupakan hasil kerja atau balas jasa pegawai yang 
berwujud nominal (uang) yang diterima para pegawai sebagai balas jasa atas kerja 
yang diberikannya terhadap perusahaan sebagai timbal balik dari pekerjaan 
mereka. Kompensasi dapat berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan 
untuk bekerja lebih efektif dan produktif, sebab kompensasi adalah alat untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan karyawan, sehingga tinggi rendahnya kompensasi 
yang diberikan akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan karyawan. 
 
Penegakan Hukum  
Dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum 
dalam setiap hubungan hukum. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum 
itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya 
penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Menurut 
Asshiddiqie (2008) penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila 
diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya 
paksa. 
 
Komitmen Organisasi 
Komitmen organisasi (organizational commitment) merupakan rasa 
identifikasi kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi dan loyalitas keinginan 
untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan yang dinyatakan oleh 
seseorang pegawai terhadap organisasinya. Komitmen organisasi meliputi sikap 
menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang 
tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. 
 
Kecurangan (Fraud) 
Kecurangan adalah suatu tindakan penipuan yang ilegal dan mencakup 
berbagai penyimpangan yang ditandai dengan tindak penipuan yang disengaja. Hal 
ini biasanya dilakukan oleh orang luar maupun dalam suatu organisasi untuk 
kepentingan yang dapat merugikan organisasi tersebut. 
 
Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory) 
Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2010) menyimpulkan bahwa kecurangan 
secara umum mempunyai tiga sifat dalam teori ini yaitu, 1) kesempatan 
(Opportunity) adalah situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau 
pegawai yang memungkinkan terjadinya kecurangan, 2) tekanan (Pressure) adalah 
dorongan untuk melakukan kecurangan, 3) rasionalisasi (Rationalization) menjadi 
elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran 
atas perbuatannya. Dengan kata lain suatu dorongan mencari pembenaran atas 
tindakannya melakukan kecurangan walaupun hal tersebut bertentangan dengan 
sikap maupun perilaku seseorang tersebut. 
 
Perumusan Hipotesis 
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1. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Fraud pada Pemerintah Desa 
Banyak faktor yang mempengaruhi kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan, 
salah satu diantaranya adalah kesesuaian kompensasi. Fraud yang terjadi di 
instansi atau organsisasi dimotivasi karena adanya keinginan individu untuk 
memaksimalkan keuntungan pribadi. Berdasarkan teori Fraud Triangle, motivasi 
tindakan tersebut karena adanya tekanan (pressure). Sebagian besar perilaku fraud 
dikarenakan adanya tekanan keuangan yang timbul karena kompensasi yang 
diterima kurang atau tidak sesuai. Dengan adanya kesesuaian kompensasi yang 
sesuai dengan yang diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi 
sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan instansi atau 
organisasi termasuk melakukan tindak kecurangan di sektor pemerintahan. 
Penelitian Adi (2016) dan Pramudita (2013) menyatakan bahwa kesesuaian 
kompensasi berpengaruh terhadap fraud pada pemerintah. Maka hipotesis yang 
diajukan adalah sebagai berikut: 
H1: Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap Fraud pada pemerintah 
desa. 
 
2. Pengaruh Penegakan Hukum terhadap  Fraud pada Pemerintah Desa 
Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan oleh orang- orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan 
maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang 
secara langsung merugikan pihak lain. Berdasarkan teori Fraud Triangle, 
kesempatan (opportunity) adalah situasi yang membuka kesempatan bagi 
pegawai yang memungkinkan terjadinya fraud. Pelaku kecurangan (fraud) selalu 
memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan tindakan agar tidak 
terdeteksi. Tidak terdeteksinya fraud disebabkan oleh lemahnya penegakan 
hukum sehingga tidak menimbulkan efek jera. 
Apabila peraturan dalam organisasi semakin ditegakkan dan dipatuhi oleh 
anggotanya maka akan semakin meminimalisir penyimpangan kegiatan yang 
dilakukan oleh anggota kelompok atau organisasi. Begitu juga dengan peraturan 
yang ada pada lembaga pemerintahan. Semakin ditegakkannya peraturan dalam 
lembaga pemerintahan, maka akan semakin meminimalisir tingkat 
penyimpangan kegiatan termasuk kecurangan dalam lembaga pemerintahan. 
Penelitian Syahriani Usman (2017) dan Mustikasari (2013) menyatakan 
bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap fraud pada sektor pemerintah. 
Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 
H2: Penegakan hukum berpengaruh terhadap Fraud pada pemerintah desa. 
 
3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Fraud pada Pemerintah Desa 
Pada dasarnya komitmen organisasi merupakan kunci utama dalam 
mencegah fraud. Berdasarkan teori Fraud Triangle, rasionalisasi merupakan hal 
yang paling sulit diukur. Razionalization berkaitan dengan penalaran fraudster 
sebagai anggota organisasi, maka razionalization berkaitan dengan komitmen 
organisasi yang akan berpengaruh terhadap sikap etis dari seseorang. Komitmen 
organisasi juga dapat didefinisikan sebagai rasa identifikasi (kepercayaan 
terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik 
mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap 
menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang 
pegawai terhadap organisasinya. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih 
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dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi 
dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan 
organisasi demi pencapaian tujuan. Komitmen organisasi menunjukkan 
penerimaan seseorang terhadap nilai-nilai serta tujuan organisasi. Sikap yang 
diambil oleh pegawai berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan 
menunjukkan seberapa besar komitmen pegawai tersebut terhadap organisasi 
tempatnya bekerja. 
Penelitian Syahriani Usman (2017) dan Mustikasari (2013) menyatakan 
bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap fraud disektor pemerintah. 
Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 
H3: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap Fraud pada pemerintah 
desa. 
 
III. METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode non probability sampling. Jadi dalam 
penelitian ini adapaun jumlah desa yang dijadikan lokasi penelitian 26 desa. 
Kuesioner yang disebarkan diisi oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara 
desa, sehingga total responden dalam penelitian ini adalah 78 orang. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis data meliputi uji kualitas data, 
uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Uji Kualitas Data 
Hasil pengolahan data dalam penelitian didapatkan hasil bahwa seluruh item 
pernyataan dikatakan valid. Dengan demikian variabel kesesuaian kompensasi, 
penegakan hukum, komitmen organisasi dan fraud pada pemerintah desa memiliki 
nilai r hitung >0,1852 sehingga dapat disumpulkan bahwa semua item pernyataan 
yang digunakan valid. Kemudian berdasarkan hasil Uji Reliabilitas disimpulkan 
bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel karena seluruh nilai Cronbach’s Alpha 
lebih tinggi dari r tabel yaitu 0,1852. 
Hasil Uji Asumsi Klasik 
Penelitian ini menggunakan uji meliputi, 1) uji normalitas dideteksi melalui 
tabel Kolmonogrov-Smirnov yang dihasilkan SPSS, diketahui nilai signifikan 0,116 
> 0,05 maka dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal, 2) uji 
multikolenieritas didapat hasil bahwa, nilai tolerance dan VIF pada tabel 
menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak mengalami 
multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai tolerance yang besarnya jauh 
melebihi angka 0,1 dan VIF variabel tersebut yang besarnya kurang dari 10, 3) uji 
keteroskedastisitas dapat dilihat bahwa nilai signifikan (sig) antara variabel 
independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan 
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Journal of Accounting, Finance and Auditing Vol. 2 No.2 (2020), pp 49-57 
 
54 
 
Hasil Uji Hipotesis 
1. Uji Regresi Linier Berganda  
Berdasarakan hasil uji regresi linier berganda didapatkan hasil sebagai 
berikut: 
Y=17.643 − 0,227𝑋1 − 0,425𝑋2 + 0,385𝑋3 + 𝑒  
1) Apabila nilai variabel bebas bernilai 0,00 maka nilai fraud pada pemerintah desa 
sebesar 17,643, 2) Apabila variabel kesesuaian kompensasi (X1) terhadap fraud 
pada pemerintah desa (Y) menyatakan bahwa variabel independen bernilai negatif 
maka koefisien regresi sebesar 0,227 menyatakan setiap kenaikan kesesuaian 
kompensasi sebesar satu satuan maka penurunan fraud pada pemerintah desa 
sebesar 0,227 satuan, 3) Apabila variabel penegakan hukum (X2) terhadap fraud 
pada pemerintah desa (Y) menyatakan bahwa variabel independen bernilai negatif 
maka koefisien regresi sebesar 0,425 menyatakan setiap penurunan penegakan 
hukum sebesar satu satuan maka kenaikan fraud pada pemerintah desa sebesar 
0,425 satuan, 4) Apabila variabel komitmen organisasi (X3) terhadap fraud pada 
pemerintah desa (Y) menyatakan bahwa variabel independen bernilai positif maka 
koefisien regresi sebesar 0,385 menyatakan setiap kenaikan komitmen organisasi 
sebesar satu satuan maka kenaikan fraud pada pemerintah desa sebesar 0,385 
satuan. 
2. Uji t (parsial) 
Berdasarkan tabel hasil uji t (parsial) dapat dijelaskan bahwa: 1) Nilai t-
hitung untuk variabel kesesuaian kompensasi sebesar -0,957. Nilai ini 
menunjukkan bahwa t-hitung lebih kecil dari pada t-tabel (-0.957 < 1,992). Artinya, 
Ha ditolak dan Ho diterima dengan kata lain tidak terdapat pengaruh antara 
variabel kesesiaian kompensasi (X1) terhadap fraud pada pemerintah desa (Y) pada 
taraf signifikansi 5%. 2) Nilai t-hitung untuk variabel penegakan hukum sebesar -
1,620. Nilai ini menunjukkan bahwa t-hitung lebih kecil dari pada t-tabel (-1,620 < 
1,992). Artinya, Ha ditolak dan Ho diterima dengan kata lain, tidak terdapat 
pengaruh antara variabel penegakan hukum (X2) terhadap fraud pada pemerintah 
desa (Y) pada taraf signifikansi 5%. 3) Nilai t-hitung untuk variabel komitmen 
organisasi sebesar 2,550. Nilai ini menunjukkan bahwa t-hitung lebih kecil dari 
pada t-tabel (2,550 > 1,992). Artinya, Ha diterima dan Ho ditolak dengan kata lain, 
terdapat pengaruh antara variabel komitmen organisasi (X3) terhadap fraud pada 
pemerintah desa (Y) pada taraf signifikansi 5%. 
 
Pembahasan  
1. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Fraud pada Pemerintah Desa 
Berdasarkan data hasil uji regresi linier berganda dengan uji t, diketahui 
bahwa variabel Kesesuaian Kompensasi memperoleh nilai t hitung sebesar -
0,957 < t tabel yaitu 1,992.  Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 
Kesesuaian Kompensasi (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel Fraud Pada 
Pemerintah Desa (Y). Ketidakberpengaruhnya variabel Kesesuaian Kompensasi 
(X1) terhadap variabel Fraud Pada Pemerintah Desa (Y). Dikarenakan tinggi atau 
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rendahnya kompensasi yang diterima pegawai tidak membuat pegawai 
melakukan fraud. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika 
(2016) dengan judul analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecendrungan 
Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung 
hasil penelitiannya dinyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak 
berpengaruh terhadap fraud , dan penelitian Adinda (2015) dengan judul Faktor 
Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan Fraud Di Sektor Pemerintahan 
Kabupaten Klaten hasil penelitiannya bahwa kesesuaian kompensasi tidak 
berpengaruh terhadap fraud. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan 
hasil penelitian dari Adi (2016) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Penentu 
Kecurangan (Fraud) Pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Pekalongan) hasil 
penelitiannya dinyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap 
fraud dan penelitian yang dilakukan Paramudita (2013) dengan judul Analisis 
Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga hasil penelitiannya dinyatakan 
bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap fraud. 
 
2. Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Fraud pada Pemerintah Desa 
Berdasarkan data hasil uji regresi linier berganda dengan uji t, di peroleh 
hasil bahwa  nilai t hitung sebesar  -1,620 < t tabel yaitu 1,992.  Maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa variabel Penegakan Hukum (X2) tidak berpengaruh 
terhadap variabel fraud pada pemerintah desa (Y).  
Ketidakpengaruhannya variabel Penegakan Hukum (X1) terhadap fraud 
pada Pemerintah Desa (Y). Dikarenakan tegak atau tidaknya hukum yang ada 
di perintahan desa tidak membuat pegawai melakukan fraud. Selain itu para 
pegawai pemerintah desa sudah terbiasa dengan hukum yang berlaku di 
masing-masing desa. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda 
(2015) dengan judul Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan Fraud 
Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten hasil penelitiannya dinyatakan 
bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap fraud dan penelitian yang 
dilakukan Aditya (2013) dengan judul Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan 
Kota Salatiga hasil penelitiannya dinyatakan bahwa penegakan hukum tidak 
berpengaruh terhadap fraud. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan 
hasil penelitian dari Usman (2017) dengan judul analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Fraud Disektor Pemerintahan (Studi Pada SKPDLuwu Timur) 
hasil penelitiannya dinyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap 
fraud. 
3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Fraud pada Pemerintah Desa 
Berdasarkan data hasil uji regresi linier berganda dengan uji t, di peroleh 
hasil bahwa  nilai t hitung sebesar  2,550 > t tabel yaitu 1,992.  Maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa variabel Komitmen Organisasi (X3) berpengaruh 
terhadap variabel fraud pada pemerintah desa (Y).  
Berpengaruhnya komitmen organisasi dikarenakan komitmen  organisasi 
yang ditanamkan pada pegawai di lingkup lembaga pemerintahan desa sudah 
baik, sehingga mereka memiliki loyalitas yang tinggi yang dapat berpengaruh 
terhadap kecurangan (fraud). 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Usman 
(2017) dengan judul analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud disektor 
Pemerintahan (Studi Pada SKPD Luwu Timur) hasil penelitiannya dinyatakan 
bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap fraud. Akan tetapi hasil 
penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Aditya (2013) dengan judul 
Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga hasil penelitiannya 
dinyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap fraud. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesesuaian kompensasi, 
penegakan hukum dan komitmen organisasi terhadap fraud  pada pemerintah 
desa. Sampel yang digunakan adalah kepala desa, sekretaris desa dan bendahara 
desa pada kecamatan moyo hulu, kecamatan utan dan kecamatan labangka 
kabupaten sumbawa. 
Hasil penelitian ini diuji menggunakan uji t (parsial) didapatkan hasil bahwa: 
1) Variabel kesesuaian kompensasi (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel fraud 
pada pemerintah desa (Y). Ketidakberpengaruhnya variabel kesesuaian 
kompensasi terhadap variabel fraud pada pemerintah desa, dikarenakan tinggi 
atau rendahnya kompensasi yang diterima pegawai dinilai cukup dan memuaskan 
bagi pegawai, sehingga kompensasi dalam bentuk keuangan dinilai cukup untuk 
membiayai kehidupan sehari hari bagi seluruh pegawai, 2) Variabel penegakan 
hukum (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel fraud Pada Pemerintah Desa (Y). 
Ketidakpengaruhannya variabel penegakan hukum terhadap fraud pada 
pemerintah desa, dikarenakan tegak atau tidaknya hukum yang ada di perintahan 
desa tidak membuat pegawai melakukan fraud. Selain itu para pegawai 
pemerintah desa sudah terbiasa dengan hukum yang berlaku di masing-masing 
desa. 3) Variabel komitmen organisasi (X3) berpengaruh terhadap variabel fraud 
Pada Pemerintah Desa (Y). Berpengaruhnya komitmen organisasi terhadap fraud 
pada pemerintah desa, dikarenakan apabila pegawai mempunyai komitmen 
organisasi yang tinggi maka akan dapat mengurangi tingkat kecurangn begitu 
sebaliknya jika pegawai atau karyawan mempunyai rasa komitmnen yang rendah 
maka akan dapat menimbulkan kecurangan. 
Saran  
Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang sudah dibahas peneliti, 
maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 1) Untuk penelitian 
berikutnya saya harap dapat dikembangkan di daerah lain sehingga dapat 
memberikan masukan dan cerminan kepada kinerja pemerintahan dari berbagai 
daerah di seluruh Indonesia, 2) Penelitian berikutnya diharapkan untuk dapat 
menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara langsung agar 
data yang  dihasilkan lebih akurat dan responden dapat memahami pertanyaan 
yang diajukan, 3) Untuk penelitian berikutnya diharapkan untuk melakukan 
observasi tersebih dahulu dalam penentuan variabel penelitian agar hasil dari 
penelitian dapat lebih maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan. 
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